KOP SURAT
SATUAN KERJA

Nomor e ———— 20XX
Sifat . Segera.

Lampiran : ...

Hal . Pemberitahuan Penolakan

Bukti - Bukti Pengeluaran Kartu Kredit Pemerintah

Yth. ........... (<) P
.................. 4)eeeee
.................. ((3) U
di........ (6).........
1. Dasar:

a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran
dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;

b. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit
Pemerintah a.n .......... () I dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah .......... (9) v ;

c. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit
Pemerintah a.n ........... (10) .......... dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah .......... (1) ;
dan/ atau

d. Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara a.n ........ (12)......... dengan nomor Kartu
Kredit Pemerintah ....... (13)..........

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan hasil pengujian oleh PPK,
dengan ini disampaikan rincian pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dan/
atau kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah yang tidak dapat
disetujui/ disahkan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, meliputi:

Pembebanan Anggaran Bukti
Rincian Kode . Alasan
No. Pengeluaran que Kode Komponen Uraian Ada | Tidak Jumiah | Ket. Penolakan
Kegiatan | Output Akun
dan Akun
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
TOTAL (25)

3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai
dengan ketentuan, menjadi tanggung jawab pribadi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan
harus dibayarkan kepada Bank Penerbit Kartu Pemerintah sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
Satker......... (245) P

(nama jelas)

N [=I— 10 W

Tembusan:
1. Kuasa Pengguna Anggaran Satker ...........




2. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker ..........

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN
KARTU KEREDIT PEMERINTAH

NO. URAIAN

(1) Dilhlldengan nomor surat Satker.
{2) | Diisi dengan banyalmya lampiran surat.

(3] | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(4] | Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (apabila ada)

{3} Diisi dengan alamat Kantor Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(&) Diisi dengan alamat tempat/domisili falamat Satker.
7] - Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Kevangan ini.
(8] | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

{9) Diisi dengan nomor Kartn Kredit Pemerintah.

(10) | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(11) | Diisi dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah.

{12) | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

(13) | Dusi dengan nomor Kartu Kredit Pemerintah.

(14) | Diisi dengan nomor umt.

(153] |Diisi dengan rincian pengeluaran (transaksi keperluan belarja operasional
dan belanja modal danfatau belanja petjalanan dinas jabatan vang
dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(16) | Disi dengan kode kegiatan.

(17] | Diisi dengan kode output.

(18] | Disidengan kode kemponen dan akun.

{19) | Diisi dengan uraian akan.

(20) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bulti pengeluaran.

(21] | Diisi dengan tanda centang apabila tddak terdapat bultti pengeluaran.

(22) | Dnisi dengan jumlah pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.

(23] | Diisi dengan keterangan *Tidak Disetujuif Tidak Disahkan™

(24) | Disi dengan penjelsan alasan rincian pengehiaran /bukti-bukti pengeluaran

ditolak /tidak disetujui oleh PPE.
(23] | Disidengan total pembavaran dengan Kartu Kredit Pemerintah.

{26] | Dimsi dengan nama Satker.
| {27) | Diisi dengan NIP PPK.
| 28] | Diisi dengan nama Satker.
| (29) | Diisi dengan nama Satker.




	SATUAN KERJA 

